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Perubahan dari PP 5/2021

Paradigma Baru
Mengubah paradigma pengawasan dari yang sebelumnya manual, sektoral, dan terbatas pada
pelaporan LKPM menjadi sistem yang terintegrasi, berbasis risiko, dan didukung teknologi digital

melalui OSS

Data dan Laporan

Memperkuat pengawasan dengan sistem yang memanfaatkan data lintas
kementerian/lembaga, laporan kepatuhan perusahaan, serta fitur deteksi dini

ketidaksesuaian

Penyederhanaan dan Integrasi

PP 28/2025 menghapus PP 5/2021 dengan fokus pada penyederhanaan,
kepastian waktu layanan (service level agreement), dan integrasi sistem digital

nasional



Mekanisme Pengawasan Berbasis Risiko

Sistem OSS Terintegrasi
Pengawasan menjadi bagian integral dari sistem OSS, yang mendukung alur data end-to-end dan

memanfaatkan data lintas kementerian/lembaga

Profil Kepatuhan Pelaku Usaha
Laporan pelaku usaha melalui OSS akan direviu oleh pemerintah pusat atau daerah,
hasilnya diinput ke OSS untuk memutakhirkan profil kepatuhan, yang akan membagi

pelaku usaha dalam kategori Sangat Baik, Baik, Kurang Baik, dan Tidak Baik

Deteksi Dini
Sistem pengawasan baru memiliki fitur deteksi dini ketidaksesuaian, yang

sebelumnya tidak ada pada PP 5/2021

Pengawasan PB UMKU
Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) juga

menjadi objek pengawasan dalam sistem baru ini



Bentuk Sanksi Administratif

PP 28/2025 mengatur jenis sanksi yang lebih jelas untuk mendorong
kepatuhan:

e Peringatan Tertulis: Diberikan untuk pelanggaran yang masih bisa
diperbaiki.
* Penghentian Sementara Kegiatan: Diberlakukan jika pelanigaran

perpotensi membahayakan keselamatan, lingkungan, atau ketertiban
umum.

 Denda Administratif: Dikenakan jika pelanggaran menimbulkan kerugian
bagi negara atau masyarakat.

* Pengenaan Daya Paksa Polisional: Sanksi ini juga bisa dikenakan dalam
Kasus-kasus tertentu.

* Pencabutan lzin/Sertifikasi: Merupakan sanksi terberat jika pelaku usaha
tetap melanggar atau tidak memperbaiki pelanggarannya



https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enID1082ID1082&cs=0&sca_esv=3def3d2a5c8c3316&sxsrf=AE3TifNyxYZIbttBXRuXuwKzajHeHPMm6w:1758624476304&q=Peringatan+Tertulis&sa=X&ved=2ahUKEwi9ko3Z2u6PAxVU1TgGHfkQBuIQxccNegQIJxAB&mstk=AUtExfAy9P9sP_530aEcaeyBrESZWHZBTDGK7M58DXYAUfeJwSCZxbMKhW5MzsBllWXsiibsgPZyKImTmPjIDLlzgUpWUg6Kn0SqNhOoU6fpHaTGA-yjFOzh527nK9yGEh54HPhkDf5KwaVJq7oxGaljZtRSQ5oloz4Ye02lfVndqOAtOXc&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enID1082ID1082&cs=0&sca_esv=3def3d2a5c8c3316&sxsrf=AE3TifNyxYZIbttBXRuXuwKzajHeHPMm6w:1758624476304&q=Penghentian+Sementara+Kegiatan&sa=X&ved=2ahUKEwi9ko3Z2u6PAxVU1TgGHfkQBuIQxccNegQIKBAB&mstk=AUtExfAy9P9sP_530aEcaeyBrESZWHZBTDGK7M58DXYAUfeJwSCZxbMKhW5MzsBllWXsiibsgPZyKImTmPjIDLlzgUpWUg6Kn0SqNhOoU6fpHaTGA-yjFOzh527nK9yGEh54HPhkDf5KwaVJq7oxGaljZtRSQ5oloz4Ye02lfVndqOAtOXc&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enID1082ID1082&cs=0&sca_esv=3def3d2a5c8c3316&sxsrf=AE3TifNyxYZIbttBXRuXuwKzajHeHPMm6w:1758624476304&q=Denda+Administratif&sa=X&ved=2ahUKEwi9ko3Z2u6PAxVU1TgGHfkQBuIQxccNegQIKRAB&mstk=AUtExfAy9P9sP_530aEcaeyBrESZWHZBTDGK7M58DXYAUfeJwSCZxbMKhW5MzsBllWXsiibsgPZyKImTmPjIDLlzgUpWUg6Kn0SqNhOoU6fpHaTGA-yjFOzh527nK9yGEh54HPhkDf5KwaVJq7oxGaljZtRSQ5oloz4Ye02lfVndqOAtOXc&csui=3
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enID1082ID1082&cs=0&sca_esv=3def3d2a5c8c3316&sxsrf=AE3TifNyxYZIbttBXRuXuwKzajHeHPMm6w:1758624476304&q=Pencabutan+Izin&sa=X&ved=2ahUKEwi9ko3Z2u6PAxVU1TgGHfkQBuIQxccNegQIKxAB&mstk=AUtExfAy9P9sP_530aEcaeyBrESZWHZBTDGK7M58DXYAUfeJwSCZxbMKhW5MzsBllWXsiibsgPZyKImTmPjIDLlzgUpWUg6Kn0SqNhOoU6fpHaTGA-yjFOzh527nK9yGEh54HPhkDf5KwaVJq7oxGaljZtRSQ5oloz4Ye02lfVndqOAtOXc&csui=3




DEFINISI

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR

perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil
analisis risiko setiap kegiatan usaha

Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB

legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU

legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK

Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang kawasan ekonomi khusus

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.




DEFINISI...2

Pelaku Usaha

perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil
analisis risiko setiap kegiatan usaha

Pengawasan

upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha
yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB

bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai
identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya

Sertifikat Standar

pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha

Izin

persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha
yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya




Perizinan Berusaha (PB)

Pasal 4 PP 28/2025
(1) Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB.

(2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Pelaku Usaha
melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur
lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3) Apabila PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilengkapi dengan
perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib
memiliki PB UMKU.

(4) Persyaratan dasar dan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta PB
UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses secara elektronik
melalui Sistem OSS.

(5) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terintegrasi secara
elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.



Pasal
238

Pasal 6

(1)

(2)

Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah,
Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan
KPBPB dilarang menerbitkan persyaratan
dasar, PB, dan PB UMKU di luar yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini.

Persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU pada
masing-masing sektor dilakukan pembinaan
dan Pengawasan oleh menteri/kepala
lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala
Administrator KEK, atau kepala Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai dengan
kewenangan masingmasing.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengawasan PBBR dilaksanakan oleh: a.
Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c.
Administrator KEK; dan/atau d. Badan
Pengusahaan KPBPB, sesuai dengan kewenangan
masing-masing.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk: a. memastikan kepatuhan
pemenuhan ketentuan persyaratan dasar, PB, dan
PB UMKU; b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau
laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan,
kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya
lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan
kegiatan usaha; dan c. memastikan perkembangan
realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman
Modal.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas: a. Pengawasan rutin; dan b.
Pengawasan insidental.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan atas pelaksanaan PBBR.



Pasal 78

(1) PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b wajib dimiliki
oleh Pelaku Usaha untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki
dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

(2) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan
pemenuhan dokumen lingkungan hidup berupa:

a. Amdal;
b. UKL-UPL; atau
c. SPPL,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.



(3) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (21) diberikan dalam bentuk:

a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang
memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria
wajib Amdal;

b. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau
kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan
termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL; atau

c. SPPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap
lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL.

(4) Permohonan PL diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(5) Penerbitan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(6) Bagi kegiatan usaha dengan lebih dari 1 (satu) KBLI yang merupakan
kegiatan usaha terintegrasi yang berlokasi dalam satu kesatuan
hamparan ekosistem kegiatan, pengajuan dan penerbitan PL mengacu
pada persyaratan pemenuhan dokumen lingkungan yang paling tinggi.



Persetujuan Lingkungan Kawasan Pasal 102

(1) Pelaku Usaha yang berada dalam kawasan industri, KEK, atau KPBPB yang
telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan PL kawasan, wajib
menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan dokumen lingkungan hidup
kawasan.

(2) RKL-RPL rinci yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada pengelola kawasan untuk diperiksa dan disahkan
oleh pengelola kawasan.

(3) RKL-RPL rinci yang telah disahkan oleh pengelola kawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pernyataan kesanggupan

pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi persyaratan atas dasar PB
Pelaku Usaha di dalam kawasan.



Pasal 103
Pelaku Usaha dalam kawasan industri, KEK, atau KPBPB yang:

a. tidak melakukan pembuangan air limbah ke badan air; atau

b. melakukan pembuangan air limbah melalui instalasi pengolahan air
limbah yang disediakan pengelola kawasan,

tidak memerlukan persetujuan teknis.



Pasal 104

Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di
bidang pengendalian lingkungan hidup dapat mendelegasikan kewenangan
pemberian PL dan persetujuan teknis kepada gubernur, bupati/wali kota, kepala
Administrator KEK, dan kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Pasal 105

Ketentuan mengenai PL yang tidak diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 04
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



PL perusahaan sendiri dan PL perusahaan dalam Kl

AMDAL — Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup (SKKLH)

UKL UPL — Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan AP FANENEOYET VERA ISR Al OR 3l

Lingkungan Hidup (PKPLH) FERBIELOLA Y

SPPL - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)




Persyaratan Dasar untuk PBBR

PBBR (PB dan/atau PB-UMKU)

KESESUAIAN TATA RUANG (KKPR)
DARAT

LAUT

Resiko Tinggi = NIB + Izin (Pasal 133)

Resiko menengah rendah dan resiko menengah tinggi 2>
NIB + Serifikat Standar (Pasal 131 dan Pasal 132)
Resiko rendah—> NIB (Pasal 130)

PERSETUJUAN LINGKUNGAN (PL)

SKKLH

PKPLH Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh

SPPL Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan
Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan
melalui Sistem OSS.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan
KELAYAKAN BANGUNAN Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, danf atau Badan

Pengusahaan KPBPB untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh
Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui Sistem OSS

(PBG dan SLF)
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Pasal 415 (1) Setiap Pelaku Usaha yang telah memiliki PB
namun tidak melakukan kegiatan usaha industri selama jangka
waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, dikenai sanksi administratif
berupa: a. peringatan tertulis; dan b. pencabutan PB dan PB
UMKU.

Pasal 416 (1) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang
tidak memiliki PB dikenai sanksi administratif berupa: a.
peringatan tertulis; b. denda administratif; dan c. penutupan
sementara

Pasal 416 (2) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang
tidak berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan
industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dikenai sanksi
administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda
administratif; c. penutupan sementara; d. pembekuan PB;
dan/atau e. pencabutan PB.



(1) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang telah dikenai sanksi administratif
berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan berupa memiliki PB atau
berlokasi di kawasan industri/kawasan peruntukan industri dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa
denda administratif.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi.

(3) Nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21untuk
kawasan industri ditetapkan berdasarkan hasil audit lembaga
independen.

(4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak
surat pengenaan denda administratif diterima oleh Pelaku
Usaha.



(1) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak membayar
denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 417 ayat (4) dan tidak melakukan
perbaikan berupa memiliki PB atau berlokasi di kawasan
industri/kawasan peruntukan industri dikenai sanksi
administratif berupa penutupan sementara.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian telah
membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) Hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda
administratif tidak melakukan perbaikan berupa memiliki PB
atau berlokasi di kawasan industri/kawasan peruntukan
industri dikenai sanksi administratif berupa penutupan
sementara

(3) Sanksi administratif berupa penutupan
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) bagi: a. Pelaku Usaha di sektor
perindustrian yang tidak memiliki PB dikenakan
sampai dengan perusahaan yang bersangkutan
memperoleh PB sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; b. Pelaku
Usaha di sektor perindustrian yang tidak
berlokasi di kawasan industri atau kawasan
peruntukan industri dikenakan untuk jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak
tanggal surat penutupan sementara diterima.



(1) Dalam hal sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif
berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 418 ayat (3) huruf b Pelaku Usaha di sektor perindustrian
tidak membayar denda administratif dan/atau tidak berlokasi di
kawasan industri atau kawasan peruntukan industri dikenai
sanksi administratif berupa pembekuan PB.

(2) Pembekuan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan

surat penetapan pembekuan.



Pasal 420 Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang telah
membayar denda administratif dan berlokasi di kawasan
industri atau kawasan peruntukan industri dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 ayat (2) dapat
mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan PB.

Pasal 421 Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian sejak
tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan PB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 ayat (2) tidak
membayar denda administratif dan latau tidak berlokasi di
kawasan industri atau kawasan peruntukan industri dikenai
sanksi administratif berupa pencabutan PB.



(1) Pengenaan sanksi administratif sektor perindustrian
dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian, kepala Lembaga OSS,
gubernur, bupati /wali kota, kepala Administrator KEK, atau
kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan
masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif,
dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian.



(1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan PB
UMKU sektor Perindustrian dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan
usaha; c. pengenaan denda administratif; d. pengenaan daya
paksa polisional; dan/atau e. pencabutan PB UMKU.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi
administratif PB UMKU sektor Perindustrian diatur dalam
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.
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DEFINISI

Kawasan Industri

kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Perusahaan Kawasan Industri

perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan
Industri

Perusahaan Industri

setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang
berkedudukan di Indonesia



DEFINISI...2

RKL-RPL Kawasan

RKL-RPL yang disusun oleh Perusahaan Kawasan Industri

RKL-RPL Rinci

RKL-RPL yang bersifat rinci dan spesifik yang disusun oleh Perusahaan Industri
berdasarkan RKL-RPL Kawasan

Tim Pemeriksa

tim yang dibentuk oleh Perusahaan Kawasan Industri dan memiliki
kompetensi di bidang lingkungan hidup

Tata Tertib Kawasan Industri

peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur
hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, perusahaan pengelola

Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan
pemanfaatan Kawasan Industri



tRAADAP RKL-RPL RINCI

(Permen Perin 1/2020)

PERUSAHAAN KAWASAN

INDUSTRI PERUSAHAAN INDUSTRI
1. memeriksa dan 1. menyusun RKL-RPL Rinci
2. memberikan dan
persetujuan RKL-RPL 2. melaporkan hasil
Rinci serta dapat pelaksanaan RKL-RPL
Rinci; '

3. melakukan pemantauan
pelaksanaan RKL-RPL o\

Rinci A
4’
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Rinci rencana kegiatan dan

LA

ol

e

8

|
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el

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin

fi o

W)

Nomor 24 Tahun 2018 tentang
mmmmwmm

o
. "

v'j

4

Penerbitan lzin Usaha Industri dan lzin Perfuasan Dalam

bersumber dari quarry yang berizin /legal;
mencrapkan Standar N

mendokumentasikan  seluruh | kegiatan | pengelolaan

KEENAM : Berdasarkan pemcriksaan dari diktum KEDUA, diktum KETIGA,
diktum KEEMPAT, dan diktum KELUIMA, Rencanas Kegiatan

Pembangunan dan  Op 1|

lingkungan hidup.

pengelol dan p

KETUJUH : Bahwa sctelah diterbitkan Persetujuan RKL-RPL Rinci perlu

mengajukan lzin, antara lain:

KEDELAPAN : Persctujuan RKL-RPL Rinci berlaku scpanjang tidak ada
perubahan atas usahs dan/stau keglatan industri.

KESEMBILAN: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan industri,
timbul dampak di luar dampak lingkungan scbagaimana
dimaksud peds diktum KEEMPAT,

Ferusahaan Indy

Kawasan Industri.

Tembusan:

1. pimpinan scktor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan

r wajilb melap

penanggung  jawab

h dustri yang bersangkutan;

2. MMWMMM

3. gub yang b 155k

4. kepala instans! ingkungan hidup provinsi;
5. bupati/walikota yang bersangkutan;

yang Tyelenggs

6. kepala i i lingh hidup kabupaten/kota;

lingkungan yang dilakukan terkait kegiatan terscbut; dan




DAFTAR ISIAN PERUSAHAAN INDUSTRI DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI RKL-RPL RINCT

¥ al dalam

Telp/Fax :

Deskripsl Rinct Rencans usala dan/atan koeglatun Perusahaan Industrt

Jenis Usaha/

Lokasi Kegiatan /Usaha
o Alamat

b. Desa/Kelurahan
€. Kecamatan

d /Kot

Status Penanaman Modal : PMA/PMDN *)

e Provins

1. Kawasan ndustri
Lampirkan peta lokasi
Perisinan yang disnilic

6. Garis besar komponen rencana usaha stau kegistan

7

n Lahan tertutup bangunan
1. Bangunan utama (ruang

- Pos Kesmanan, R. Tunggu
- ksmar mandl, R Maikasn,

Pada bagian ini pemrakersa menjelankan:

a  Kescsusian lokasi rencana kepatan dengan tata raang
Bagun lokaai rencana usaha
dan/atau kegiatan dengan rencans tapak kawasan industri
Informasi kesesusian lokast rencana usaha dan/aten kegatan
dengan rencana (apak kswasan industri seperti tersebut di atas
dapat disajikan dalam bentuk pota tumpang susun (overfay) antars

peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau  kepatan
Perusahaan Industri dengan peta rencana Tapak Kawasan
Industri
b, Umian rencana yang dapat
dampak
Dalam bagian ini,

Tencana usaha dan/stau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan

1. Taman, jalan, lahan parkir

Tuns Lahan TotAl yung Gucansal

dampak terhadap Enghungan. Urnisn tersebut dapat menggunakan
tahap pelaksansan proyek, yaltu tabap prakonstruks), konstrokst,

operasl dan /i operast proyek tersebut

disesuaikan dengan jenis encana usaha dan/stau kegiatan

Ketinggian Tapak dergan

D L yang dan Program L
Hidup serta Program Pemantauan Lingkungan Hidup secar rinct
Pagian inl pada berinl satu tabel/ yang

1) Dampak lUngkungan hidup yang ditimbulkan rencsns usaba dan/stau
kegiatan Perusahaan Industri. Kolom Dampak Lingkungan terdinl stas tigs

sub kolom yung berisi informasi:

=1 & sumber dampak, yang diinl dengan informasi mengenal jenis wub
e kegiatan  penghasil  dampak  untuk  setiap  tahapan  keglatan
(prakontruksl, konstruksl, operasl dan pasca opersal),

5 jenis dampak, yang diisl dengan informeal tentang schuruh dampak

Ungkungan yung mungkin timbul dart keglatan pada sctiap tahapan

Jends Alat Angkut dan Kendaraan

Jenia

kegiatan, dan
©  besarsn dampek, yang disl dengan informasi mengenal  untuk
— yang beraifat bosaran dampak harus dinyatakan
a .,_' secars kuantitatis
(™ = F 1 Hidup Rincl. Kolom Pengeiolaan

ra Lingkungan Hidugp terdiri stas tiga sub kolom yang berisi iforman
A bentuk Upays Peogelolaan Lingkungan Hidup, yang dilsl dengan
Informasi mengenal bentuk/jenis pengeiolaan Enghungan hidup yang

unruk

Dasspak Lingosnges Hutup L Sostusust
-—-lﬂ-‘-n Fengatete
Sumter Senis e dmn
o et
RiT™ j Jre——
yang /e vare
! as AT serkalt
e rignake hatup veng Armgan
wrhadtap tr Tt BaEtup vang FeTariniaan
Brnechos rugmen an
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mreugrikede LH yang
wetiag darnguak meliputs
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Dty vang e
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I

|
i

il bDerist e /s Permrakarsa
REL-RFL Rinci yang ditandatamngeni i atas korteas

Daftar Pustalcs

Fada bDoglan nl atarsikan sumber deata dan informessl verng dlguralonn

RKL-RPL rinct bDeik yang Dorupe bDukon, smajalat,

Py
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LOKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Tuliskan secars jelas lokest usaha dan stau keglatan (slamat lenglop
dan nomor teicpon). Lengkapi dengan pets dan koordinat

DESKRIPS! KEGIATAN

Uralkan secars singkat kegiatan dan status
pada nanst beserta dan atan luasan lahan yang
dimanfastkan, Ursian ini harus dapat apakah
perusahann tersebut dalam tahap prakontruksi, konstruksi, atsu operasi.
Pemmkarsa dapat yung dimilik, batk
dart dalsm negeri, luar negert atuu institusl lain (misslnys: 1SO 14000,
Program ¥ Kinerja P ~ PROPER).
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN SEKITAR

Informasikan sccara lengkap dan jelas, apabila terjadi perubahan-perabahan
i sekitar kegiatan sclama proyek yang dan atau
turut mempengaruhi kegiatan,

rencana hidup (RKL) dan rencana
pemantausn lingkungan hidup (RPL) harus dilakuksn scsuai dengan teknik
dan metodolog standar stau yeng diatur dalum persturan  perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam penulisan laporan, harus ada kesesualan uraian antars dampak yang
dikelola dengan yang Uraian

Qapat per krgwian dan pelaksanaan

per

1. RKL
*  Urnikan dan basil-hasil yang
dicapal meliputi: jenis dampak, sumber dampak, tindakan pengriolaan
lngkungsn hidup, tolak ukur pengelolasn, lokasi pengelolsan dan
periode/ wakiu pengelolaan.
Untue tentang
lngkungan hidup pertu diurmikan tentang besaran dampak dan tep-tiap
sumber dampak. itk dumpak
penurunan kualitas udars akibe! cousi dan cerobong periu durailon
tentung besaran sumber dampak (dalam bal b adalah uralen tentang
berapa dan ursian tentang besaran
dampak yang tegedi di Ungkungsn dalam hal inl informesl  hasil
pemantauan kualitas udarm ambien)
L
foto fotn, grafik. tabel, peta lokasi pengriataan, dab)
2.RPL
*  Ursikan dan  hasil-hasll yung
dienpal meliputt. jenis dampak. sumber dampak, lokasi pemantauan,
metode Jangks waktu

lan freikuenal pemantauan

Lampirkan berbagsi hasd pelaksanasn pengmikuran, antars lsin hasi
anslisis dari yang stau dinkwl  cleh
pemerintal, catatan tingkal dan data

sapek sosial L Jues

Ungkungan (misalnys foto-foto, grafil, tabel. peta lokasi pemantauan,
daby)

2. Evaluasi Tingkat Kritis (oriticksl level evaluation)
Evaluasi tingikat kritis dimaksudian untuk menilai tingkat kekoitisan (orioal
el dari suaty dampak. Evalussi tingkat kritis dapat dilakakan dengan data
hasil darl waktu ke data dan scaaat
Evaluasi tingkst kritis adalah evaluasi terhadap potensi risiko dimana sustu
kondisi akan melebihl baloy mutyu stau standar lsinmys, baik untuk periode
waktu saat inl maupun waktu mendatang

Evaluasi penastan adalsh evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dard
untuk yung terdapat
dalam in stau dan vang terdapst dalam

Ketiga jenia evaluani di atas dapat dilakukan untuk menilai tingkal penaatan
terhadap ketentuan yung berlaku maupun untuk menilal kinerjs pengelolaan

Umaikan dalam bab ini hal-hal penting yang dihasilkkan dar pelaksanaan

pengelol dan p lingkungan hidup. Dalam bab ini dapat diurnikan

pula temuan dan usulan untuk perbaikan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup selanjutnya, yaitu:

o kesimpulan mengenal efcktivitas pengelolsan lingkungan hidup dan kendala-
kendala yang dihadapi; dan

L. Kesunpulan mengenal b hasil pel pengclolaan Ungkuncan
dan pemantauan lngkungan d peng dan

hal terdapa pe untuk perbaikan pelaksanaan

P dan p lingkungan hidup, maks usulan tersebut harus

didasarkan stas data hasil pemantauan. Usulan tersebut wajib dikomunikasikan
untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang ditugasi mengelola lingkungan

Anghoungan hsdup dar sustu usaba dan steu keglatan.
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SIFAT SANKSI ADMINISTRATIF

REPARATOIR REGRESIF PUNITIF
mengembalikan sanksi yang diterapkan sanksi yang semata
pada keadaan sebagai reaksi atas — mata digunakan
semula ketidakpatuhan terhadap  untuk memberikan
sebelum

terjadinya ketentuan-ketentuan yang hukuman pada
pelanggaran terdapat pada ketetapan seseorang. B
vang diterbitkan.



- BEBERAPA PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU

Kebijakan Penaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan

u Pelanggaran

A. Tidak memiliki
dokumen lingkungan/
Persetujuan
Lingkungan

B. Tidak memiliki
Persetujuan Teknis

C. Tidak menaati BMAL

1.
. Paksaan Pemerintah:

DULU

Pidana

. Paksaan Pemerintah:

Menyusun dokumen
lingkungan dan IL

. Pidana
2.

Paksaan Pemerintah:
Memiliki Pertek

Pidana

Wajib memenuhi BMAL

SEKARANG

Paksaan pemerintah bersamaan dengan
Denda administratif (2,5%-5% Nilai Investasi)

Paksaan pemerintah untuk menyusun dan
memiliki Pertek bersamaan dengan Denda
administratif

1. Pidana
2. Paksaan pemerintahbersamaan dengan
Denda administratif melampaui BML



<PASAL 38>

o

1 2 3 4

Tidak memiliki Persetujuan Tidak memiliki Melaksanakan perbuatan yang Tidak melaksanakan
Lingkungan namun telah Persetujuan melebihi Baku Mutu Air kewajiban dalam PB
memiliki Perizinan Berusaha Lingkungan dan Limbah/Baku Mutu Emisi terkait Perling

Perizinan Berusaha

5 6 7

Menyusun AMDAL tanpa Karena kelalaiannya, melaksanakan Melaksanakan perbuatan yang
sertifikat kompetensi perbuatan yang mengakibatkan mengakibatkan pencemaran dan/atau
penyusun Amdal dilampauinya; BM Udara Ambien, BM Air, BM kerusakan LH karena kelalaiandan tidak
Air Laut, BM gangguan, dan/atau Kriteria mengakibatkan bahaya kesehatan

Baku Kerusakan LH, manusia,



BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

Kriteria A

Tidak memiliki Persetujuan
Lingkungan namun telah
memiliki Perizinan Berusaha

Kriteria B

Tidak memiliki Persetujuan
Lingkungan dan tidak
memiliki Perizinan Berusaha

(

2,5% X nilai investasi
Usaha dan/atau Kegiatan

~N

\_ diterapkan paling banyak Rp 3 Miliar y

(

5% X nilai investasi Usaha
dan/atau Kegiatan

~N

\_ diterapkan paling banyak Rp 3 Miliar y




CONTOH PELANGGARAN DAN PERHITUNGAN DENDA

Kriteria A

PT A telah melakukan kegiatan operasional produksi alat musik non
tradisional tanpa persetujuan lingkungan, dan telah memiliki Perizinan
Berusaha yang terverifikasi oleh OSS

PERHITUNGAN DENDA

4 N
nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan = Rp 14.922.231.175 (modal tetap) sesuai Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM) Tahap Operasional dan/atau Komersial dan merupakan realisasi modal sampai
dengan periode Tahun 2024
.

J

| 2,5% X Rp 14.922.231.175 = Rp 373.055.779 ]




CONTOH PELANGGARAN DAN PERHITUNGAN DENDA

Kriteria B

PT A telah melakukan kegiatan operasional produksi alat musik non
tradisional tanpa persetujuan lingkungan dan tanpa perizinan
berusaha

PERHITUNGAN DENDA

4 N
nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan = Rp 14.922.231.175 (modal tetap) sesuai Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM) Tahap Operasional dan/atau Komersial dan merupakan realisasi modal sampai
dengan periode Tahun 2024
.

J

| 5% X Rp 14.922.231.175 = Rp 746.111.559 ]




BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

Kriteria C

Melaksanakan perbuatan
vang melebihi baku mutu air

limbah dan/atau baku mutu
emisi sesuai dengan perizinan
berusaha

4 A
* Dihitung berdasarkan unit beban pencemar

yang melebihi BMAL dan/atau BME sumber

tidak bergerak

\. J

* Dihitung berdasarkan selisih konsentrasi aktual
Air Limbah atau emisi dengan konsentrasi
baku mutu dikali dengan debit/laju alir dan

lamanya waktu pelanggaran
\_ J

" .. h
* Dihitung secara akumulasi setiap parameter

yang dilampaui BMAL/BME diterapkan paling
banyak Rp 3 Milyar




BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

Kriteria D [+ Ringan Rp 1 juta—Rp 5 juta

Tidak melaksanakan kewajiban [+ Sedang Rp 10 juta — Rp 15 juta

dalam Perizinan Berusaha untuk
Persetujuan Lingkungan

[+ Berat Rp 20 juta — Rp 25 juta

ey, S S — s —

| Akumulasi paling banyak 3 Miliar

Contoh: Tabel

« Membuang Air Limbah di Luar Titik Penaatan (BERAT) 2> Rp 25.000.000,00 tarif/pelanggaran

« Tidak Melakukan Pengukuran Emisi dengan Cara Manual oleh Laboratorium tercantum dalam
yang Teregistrasi Menteri (SEDANG) - Rp 15.000.000,00 Lampiran VIII

Kriteria E
Menyusun AMDAL tanpa sertifikat

10% x Biaya Penyusunan AMDAL

kompetensi penyusun Amdal




BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

Kriteria F

karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang
mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara
Ambien, baku mutu air, Baku Mutu Air Laut, baku
mutu gangguan, dan/atau Kriteria Baku
Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai
dengan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan
Lingkungan yang dimilikinya

Kriteria G

melakukan perbuatan yang mengakibatkan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup, dimana perbuatan
tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak
mengakibatkan bahaya kesehatan manusia
dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau
matinya orang

Ditentukan melalui
perhitungan Ahli

\







